DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra
Aditya Bakti. Bandung.

. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya
Bakti. Bandung.

Abdullah Marlang, 1997. Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan
(Sebuah Kajian Hukum Perlindungan Hukum Lingkungan).
Disertasi. Universitas Hasanuddin: Ujung Pandang.

Achmad Ali, 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif
Watampone: Jakarta.

, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan
Sosiologis), PT. Gunung Agung Tbk.: Jakarta.

, 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan
Solusinya). Ghalia Indonesia Anggota IKAPI: Jakarta.

Andi Hamzah. 2005. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.

Andrian Sutedi. 2010. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,
Sinar Grafika: Jakarta.

Anthon F Susanto. 2004. Wajah Peradilan Kita. Refika Aditama. Bandung.

Bagir Manan, 1993. Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan Nasional, Sinar Grafika: Jakarta.

Boedi Harsono, 2007, “PPAT Sejarah dan Kewenangannya”, Majalah
RENVOI, Nomor844, IV, Januari 2007.

Curzon, L.B., 1979. Jurisprudence, M & E Handbook.

Effendi Perangin. 1986. Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria.
Rajawali. Jakarta.

Friedman, W., 1993. Teori & Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori-Teori

— Hukum (Susunan 1), PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

djie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung.

Optimization Software:
www . balesio.com

156




, 2008. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU
No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama:
Bandung.

Handayaningrat, 1982. Pengawasan Aparatur Pemerintah, Penerbit
Erlangga: Surabaya.

Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar IlImu Hukum Normatif,
Cetakan Il, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory
of Law (Berkely: University California Press, 1978), Penerbit
Nusamedia dan Penerbit Nuansa: Bandung.

, 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit
Nusamedia & Penerbit Nuansa

Herman Hermit. 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik. Tanah
Negara dan Tanah Pemda Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah
Di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.

Herujito M. Yayat, 2001. Force Majeur dan Praktek Pengawasan, Citra
Aditya: Bandung.

Jimmy Zeravianus Usfunan. 2015. Konsep Kepastian Hukum Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan. Disertasi. Denpasar.

Irawan Soerodjo. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia,
Arkola. Surabaya.

Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, 2012. Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum, Cet. 2, Konstitusi Press: Jakarta.

Jimly Asshiddigie, 2003. “Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat
Akta Tanah”, Media Notariat Edisi April-Juni 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional Tahun 2002. Penerbit Balai pustaka:
Jakarta.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem,
Remaja Rosdakarya: Bandung.

Lon Fuller, 1971. The Morality of Law, New Heaven and London: Yale
University Press

Lumban Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta.

S. 1997. Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, dalam
Jurnal Hukum lus Quia lustum, No. 7 Vol. 4, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (Ull), Yogyakarta.

Optimization Software:
www.balesio.com

157



http://en.wikipedia.org/wiki/Lon_L._Fuller

Mahadi Sugiono. 1999. Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan
Dunia Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S. 2007. llImu Perundang-Undangan |. PT. Kanisius.
Yogyakarta.

Miftah Thoha, 2002. Dimensi-Dimensi Prima llmu Administrasi Negara,
Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar lImu Politik. Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan PT. Alumni: Bandung.

Muchsin, 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit IBLAM: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1995. Teori-teori dan Kebijakan Pidana,
Alumni: Bandung.

, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni:

Bandung.

Mulyadi dan Setiawan, 1999. Hukum Administrasi Negara, Lembaga
Administrasi Negara: Jakarta.

Munir Fuady, 2010. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,
Citra Adiyta Bakti, Bandung.

Muryanti 2012. Pendekatan Sosiologi Mikro Sebagai Upaya Law
Enforcement di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif 7 (1).

Perlindungan. AP. 1985. Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pejabat
Pembuat Akta Tanah. C.V. Mandar Maju. Bandung.

Philipus M. Hadjon, dkk., 1997. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
Gadjah Mada University P ress: Yogyakarta.

Rahman Abdullah, 2004. Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya
Bakti: Bandung.

Ridwan H. R. 2006. Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada:
Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam

Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni: Bandung.

' gustina, 2003. Perbuatan Melawan Hukum, Disertasi Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Optimization Software:
www . balesio.com

158




R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1980. Kamus Hukum. PT Pradnya
Paramita. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

. 2006. llImu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi. PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta.

Salindeho, 1995. Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Kedaulatan. Laras:
Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1991. llmu Hukum, Citra A ditya Bakti: Bandung.

Siagian, 2003. Kebijakan dan Pengawasan dalam Pembangunan, Prisma
No.3, April 2003.

Siti Sundari Rangkuti, 1991. Inovasi Hukum Lingkungan : Dari lus
Constitutum ke Ilus Constituendum. Pidato Pengukuhan.
Universitas Airlangga: Surabaya.

Situmorang dan Juhir, 1998. Aspek Pengawasan Dalam Pemerintahan,
Analisis Csis, Juli-September 1998.

Soerjono Soekanto, 1993. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

, 1985. Perspektif Teoritis Hukum Studi Dalam
Masyarakat, Rajawali Pers: Jakarta.

, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.
Rajawali: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2009. Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti:
Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2007. Hukum Acara Perdata, Edisi Keenam,
Penerbit, Liberty: Yogyakarta.

, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
Yogyakarta.

Sudiyono, 2004. Manajemen Pendidikan Tinggi, Buku Pegangan Kuliah,

Penerbit PT. Rineka Cipta: Jakarta.

PDF . 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan. Ghalia
! i Indonesia. Jakarta.

Optimization Software:
www . balesio.com

159




, 1995. Cakrawala Otonomi Daerah, Sinar Grafika: Jakarta

Sumbayak, R.F.S, 1985. Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan
Penegakan Hukum, IND-HILL, Co. 85: Jakarta

Tatiek Sri Djatmiati. 2002. Perinsip lzin Usaha Industri Di Indonesia.
Disertasi Pada PPS Unair. Surabaya.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien.
Prestasi Pustaka. Jakarta.

. 2010. Hukum perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Cet.
Ke-2. Kencana: Jakarta.

Urip Santoso. 2007. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Kencana.
Jakarta.

Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1991. Aspek Hukum
Akta Catatan Sipil Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Yosep Rihu Kaho, 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi
Pelaksanaannya, CV Rajawali: Jakarta.

Waty Sumarty Haryono, 1998. Implementasi Hukum di Bidang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Sebagai Sarana Perlindungan
Lingkungan di Sulawesi Selatan. Disertasi. Universitas
Hasanuddin: Makassar

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai
Pustaka. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

In Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
' Nasional.

Optimization
www.bales

Software:
io.com

160




Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional No. 38
Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Bacaan Lain:

Boedi Harsono, 2007, “PPAT Sejarah dan Kewenangannya”, Majalah
RENVOI, Nomor 844, IV, Januari 2007.

Tesis Asmarani Ramli Tahun 2011 dengan judul Penerapan Fungsi
Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh
Pejabat Pada Badan Pertanahan, Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin Makassar, 2011

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Sekilas
Badan Pertanahan Nasional” pn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas"
http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas. diakses tanggal 14
September 2018.

Moch. Firmansyah “penerapan management pengawasan administratif
dalam pemerintahan”.

Teguh s., artikel tentang pengertian Kebebasan dan Tanggungjawab,
http://Teguh-S--fpsil0.web.unair.ac.id/artikel_detail-71045-
umum-Kebebasan dan Tanggungjawab.html, dimuat tanggal 15
September 2018, diakses tanggal 14 September 2018.

Tim Penyusun. 2008. Undang-Undang Republik Indoesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pustaka
Yustisia. Yogyakarta.

Yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum?,
yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/13  Aprl
2008. Law & Order., di akses tanggal 24 Juni 2018.

Optimization Software:
www . balesio.com

161



http://www.b/
http://www.b/
http://teguh-s--fpsi10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71045-umum-Kebebasan%20dan%20Tanggungjawab.html
http://teguh-s--fpsi10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71045-umum-Kebebasan%20dan%20Tanggungjawab.html

